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PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NCMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Dl Brercivsirkn Peratarag Direral Nomor 2
Tahon  s0p lentang Perubahian Ketigin Alns
Peratarean Dacrall Nonior S CTahun 2008 lentiamng
Sustinn Organisisi Peranglin Dacrah Kabupiien
Scekadi, el dibentuk Kanior Penanaman Mod;|

dan Perijingn Terpadi Kabupaten Scekadau;

Diliw Lerdasirknn pertimbangan schagaimanng
dimaksud daliun hurai” o, maka perlu menclapkan
Peranurn Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Terpaduy Kabupaten Sekadau;

Uqung—Unclamg Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentulkan Dacrah-Dacrah Otonom Provinsi
Nalimanan Barat, Kalimantan Selatan.  dan
Kalimuntan  Timuyr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 1106);

Undung--Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentlang

Polkok- Pokok Kepegawaian scbagairdana  (clah
civthah dengan Undang—Undang Nomor 43 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun
2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3890);

Umlun;;-Undang Nomor 34 Tahun 2003 lentang
Pembentukan Rabupalen Melawi dan Kabupaten
Scekadau di Provins Ralimantan Baray (Lembaran
Negara Republik donesia Tahun 2003 Nomor 149,

Tambabuin Lembiran Negitrae Republik Indonesia

Nomaor - Seded);
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Undung-Urdang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang—Undang
Nomior 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahyn 2008 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822);

Un([;mg-Undung Nomor 33 Tuhun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antapg Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Dacral (Lembaran Negara
Republik (ndonesis Tahun 2004 Nomor 126,

Tinbahan Negarg Republik  Indonesia Nomor
“438);

Uml:mg-Uncl;mg Nomor 25 ‘Tahun 2007 tentang
Penasaman Modal (lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Nesara Republik Indonesia Nomor 4724);

Unidiving Undang Nomor 20 Tahun 2008 lcmang
Pedoman Oreanisasi dan Tar, Kerja Unit Pelavani
Pevijinan Terpadu di Dacerah;

l*;l-l.m-'xlrul.m-.{ Nostrnop 0, il 2000 lenlang
Petavama ublilke

l'm[;nn;.a,l!ml:m;?, Nomor P2 o 20101 tentang
Pembemialkan Peraturan I’rl'Ului:mg-—Uml:mg:m
(Lembaran Negarn Republik Tndonesin Tahun 20107
Nomuor 8.2 Tambahian Newoirn Republik Indonesis
Nonor 5,031y
Peratonan Pemcrintah Nomop 9 Tahun 2003
tenting Wewenang Peranglkan, Pemindahan dan
Pemberhientinn Pegiwai Neperi Sipil (Lembsrn,
Negara Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Negara  Repulblik Incdonesia - Nomor
4263),

Periduran Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007
lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsj dan
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Normor 82,
Tambahan  Negara Republik Indonesia  Nomor
4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tenang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran .
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Negara  Republik Indonesia - Nomor
4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpudu Satu Pinty;
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[4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun.
2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

15, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4
Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Dacrah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN:;

Muetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN  TATA KERJA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
NABUPATIEN SEKADAU

13AL3 |
KETIENTUAN UMUM
: Pasal |

Dalan Peraturan Bupati i, vang dimaksud den AR
- b

9

Dacrah adalah Dacrah Kabupaien Sckadau,
i
Kepala Daceah adaliah Bupali Sckadau,
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat

Jacrah scebagai
penyelenvenrn dueral.

Perangkat Dacerain adalali unsur pembantu Kepala Dacrab dalam
penveleneearaan doeral

Rantor Tenomaneo Modal dan Pevipiamn Terpado adalaly Rante

Penamsuiman Modal i Pergingm Terpado Kabuapaten Selodig
Nepitli Nondor Penanzunan Mol i Perijinan Terpadu vine
selanjuinya disebhur Kepala Kantor addaliah Kepala Penanaman Modal
dan Perijinan Terpada Nabupater Sekaodi,

Promosi  adalah keviatan komunikasi ving bertujuan untuk

mengenal produk produk wneeulion docrad dan potensi
lainnya.

daerah

Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal adalah suatu
bentuk kerjasama dalam rangka penpembangan penanaman modanl
antara Pemerintah Kabuapaten Sckidig dengan Lembaga Pemcrinialy
Lainnya baik dalan tegerh maupun luae negeri, swasta nasional ot
swasla asing.

[nvestasi adalah penggunaan kekayuan masyarakal, termasuk hak-
hak dan  benda-benda baik yang. dimiliki oleh negara/dacrah
maupun swasla nasional alau swasla asing yang berdomisili di
wiluval  Kubupaten  Sckadau yang disisihkan/disediakan guna
menjalankan sesuatu usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlal. ’

- Produk Dacrah adalah scjumlah barang atau jasa yang memiliki nilai

cdan dayn saing tertentu.
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i adalan dokunen vang b keluirkan olegy pemerintah dacrnly
berdasarkan peratuian daerah g peratiran - lainnyag viangy
menyatakan sah ay (|i[)(:‘t‘])()l('l"l]\‘.‘llHI_\‘;I
sescorang atau bhadan untyk melakukan  usaha atau  kegialan
Lrientu.

merapakan buld [eanli 15,

2ertjinan adalah pemberian legalitas kepada Sescorang atau pelaky

Asaha/kegintan Lertentu, baik  dalam, bentuk ijin maupun tanda
laltar usaha,
envederhanaan Pelayvanan  adalah Upaya penyingkatan terhadap
vakiu, proscdur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

cuyelenggarann Pelayanan Perijinan Terpadu  adalah ‘kegiatan

xenyclenggaraan perijinan dan non

perijinan vang proses
wngelolaannya mulai d

ari tahap permohonan sampai ke tahap.
erbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BABR 11
TUGAS POKOK, FUNGS] DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesaty
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasa) 2

Vantor Penanmanan Maodal can

Perijinan Terpadu mempunyai tugas
Helddesanilan penyusunan o

an pelaksanaan kebijakan dacrah yang
Fersitan spesilik di bidiing Penanaman Muodal dan Perijinan Terpady
canmelaksionakion g imnyva yang discrahkan oleh Bupati sesuaj
cengan pernduran pt.'r'luuI:mg-z.u‘uiun;.{:m vang berlaku,

Fantor penangman maodal  clan periinan lerpaduy dipimpin oleh
sLorang Kepala Koanor vang - berkedudukan (] bawah dan

!:u-rl:mggungi;l\\‘::l.) Kepada Bupati metaly; sckrotaris darah.

Pasal 2

ulke melaksanalkan Mhgins sebaimana dimaksid dalam pasal 2 ayal (1),
D Penanaman Modal da, Perifinan Terpady mempunyal fungsi:

Peramuosany Kebijnkan cknis o bicking  Penanamun Modal  dan
Pevijininn Terpady Sentig denyig Peratiran perundang undanoag,

P mbe i dukunean iy, pPerselenoonrag pomicrintalvin dieraly o

b g peniami smodaldane periing terpadi sesoang denpnn

Porauran perundang tndaniging vang, berlaku;
Penyelengaarinn Urasan pemerintabion s pelavanan wimum

badang penanuman modal dan perijingg erpadue sesuang dengan

P raturan perandang-undangan yviane herlaks:
P laksanaan Wgas i biding peninaman modal dan perijinan
Wrpadu SCSU dengan peraturn

Perundang-undangan vty
b.rlaku;

Ponyclenganrann monitoring dan evialunsi pelaksanaan tugas (i

b dang penanaman madal dian perijinan . terpadi sesual dengan

poraturan perundang-undangan vang berlalou;
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Pembidnaan oo P s ey eler e thpas dan fones

petimaian modal dan perijing e oo paada Kabupatan sesue:
denuan peridtoenn Pty vindagn Ny herlalkagg

g. Fastlitasi perijinan dan PCRILN terpadu sesta dengan peraturan
perundang undangan vang herlakue

h. Pengelolaan adiministras Kepeginwiainamn, Kevimgan  dan
linglkungan Kantor Peiananing Modal dan

i Pelaksanaan tugas Jainnyva ol bicking

asset (b
crijinan Terpadu diceah:
penanaman modal  dan
perijinan terpadu satu P yang diserahlkan oleh Bupati.

Bagian kedua
Strukiur organisasi
Pasal 4

Stuktur organisasi

it. Kepala kantor:

h. Sub Bagian Tata Usaha;

¢ Sekst Penanmiman Mocdlal;

d. Scksi Perijinan dan Non Perijinan;
¢ Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;

[ Tim Teknis:
4 Relompok Jabatan lungsional.

Bab Kctiga
Kepala Kantor
Pasal 5

Kepaln Kantor  sehagaiman dimaksud dalam pasal 4 hurul g,
mempunyal tugas  meminpin, membina,  mengkoordinasikan dan
memilasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi,  mengevaluasi dan
nengendalilkionr keginton . Kantor Penanaman modal  dan pclayanan
Tepradu sesuad dengn prraturan perudang-undangan vang berlaku.

Pisal 6

Ut tuk melaksanalan tagas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
lepala Kantor tempunyai fungsi:

Lo Penclapan program dim keglatan di bidang promosi, kerjasama dan
pengembangan penanaim: modal, pelaviman perijinan terpadu serta
pengendadion penanaman modal dan data dan informasi perijinan
schagad bahan pelaksanaan (ugis:

b, Perumusan kebijokan weknis i bicking  promaosi, Kerjasaima dan
pensembangan penananan modal, pelinanan perijinan terpadu sertn
peneereldom pervnaneo modal oy o, dan Infornsi peogman,
sesunn denean persiiran perandany oo vang herelalka:

o lasilitaesi periinan dan pelavimmn terpadu sesoni dengan peritaran
perundang undange:n vang berlakua:

d. Pengkoordinasion  dan Fasiintasi kegintoan bidaing  promosi,
kevjasama din Pengembangan pennnaman maodal,  pelavanan
perijinan terpadu’ ser pengendalian penamaian imodal ding data
dan Informasi periinam - sesuat dengan peraturan perundang-
undangan vang berlakua:
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e. Pemberian dukunuan aras penyelenggaraan pemerintahan dacrah di
hidaing promosi, Kerjasama dan pengembang

N penanaman modal,
pebivinan perijin

terpada serta pengendaling PChanaman modal
dan data dan Infornns; Perijinan guna sesuni dengan peraturan
Perundang undangan vang berlaku;

L Pengendalion Kesintn i bidang Promosi,  kerjasama o
Peneembangiy penanaog modal, pelavinagg PerHina D 1erpad i sern
Peasesedaline penaninan naodal oo dana dan formasi perginan
sesuat dengan puer

o, |2

abvran perandang RITYRTTTY
Lo Pembinaan dag I RS TR TE:

S ang berlalkog:

e pelaksannan tagas dan MUnigesi i hidanyg
pPromosi,  kerjasaoma o
pelayanan perijinan terpadu serta pengendaliog Penamiunan maodal
dan  datar  dan [formasi perijinan

pengentbangan  penaniunnn modal,

sesunldengan peraturn

perundang undangy) yvang berlalo:

h. Pemiberian saran  dan pertimbangean Kepada Bupati berkenaan
dengan Rebijakan  rerkai pengaduan dan Delaporin pelaksannan

penaiaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan
tertentu;

P

sertac Perijinan
cnyclenggaraan monitoring,  evaluasi dan  laporun terhadap
Seksi Pengaduan dan
Pelaporan,  Seksi Penanaman Modal, Scksi Perijinan dan Non
erijinun dan Scksi Perijinan lertentd berdasarkan program kerja
sang elah ditetapkan:

2¢claksanaan lugas  pokolk  dan lungsi dj

1o Pelaksannan lugas lainnva dalam r
enanaman Modal
3upals,

angka penyclenggaraan urusan
dan Perijinan Terpadu yang diserahkan oleh

Bagiun Keempat
SUB. BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7

Sub  Bagian Taw Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
dipimpin olch scorang Kepala Sub, Bagian Tata Usaha yang berada di
baw ah dan bertanggung jawalb kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

Sub. Bagian o Usahg mermpunyai  tugas

menyiapkan  bahan
pertimusan kebijakan  (ekngs

di bidang penyusunan rencana kerja,
mon toring  dan evaluasi, administrosi kepegawaian, winum,  scria
penselolian Ketamgan dan ser,

Pasal 9

Unick melaksanakan tagas sebagainuing dimaksud dalam Pasal 8, Sub
b o g H

Bagim Tata Usahi mempunyal fungsi:

i Tenyusunan rencang

kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu;

b. Fenyviapan bahan i perumuasan

kebijukan  weknis  dj bidang
[Fenyustnan rencana kerja, nonitoring dan evaluisi;
o Penviapan haban dan pertnmusan kebijokan tekniy di bidang umum
oy aparatar

. 1"r|_\i;||1.||| bodionr dan pertimnan hebijakogn ks di Didano

rngelolcar heviomgan oy, sl
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Pengkeordinasinn pelidksanaan tugits pokok  dan lungst  Scksi
Penananim Modal, Seksi Perijinan don Non Perijinan dan Scksi

Peagaduan don Pelivporan:

Lo Penvelarasan dag kompilasi penyvusunan rencana kerja, monitoring
dan, evaluasi i Lingkungan Kantor Pe mnaman Modal dan Perijinan
Terpadu sestar dengan peraluran

perundang-u ndangan ya ng
boerlakug;

R Penvusunan rencana ke, monitoring dan evaluasi, administrasi
kepegawaian, umuni, serta pengelolann kevangan dan asset
FoPembortan sacan dan pertimbangan kepada

;

Kepala  Kantor
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Lingkungan Kuantor
Permanisn Nadid dian Pevijinan Terpadu;

Lo Penvmwiia terhadap pelaksanag tagas . pokok  dan

Munesi i
Hoehoonme o kanior F'envoranicig Mo,y o 12

crinan Terpad;

I Pelaksanag tmonioring, evaluasi o Pelaporany pelaksanaan HYTTINEN

pokolc din Tonesi Linckungan Koo Penmaman Modal di,
Perijinan Terpadu:

K. Pelaksanaan tugas Tuin vang diserahikon oleh Repaln Kantor sesuag

dengan pernturan Priticdang-undang Vit herlalkag.

DBagian Kelinm
SERSTPIENANAMAN MOIAL
Pasad 10

R}

Scksi Penanaman Modal sehaganimana ditnaksud dadiom Pasal 4 hurar v,
dipimpin  olch scorang Kepada Seksi vang berady di bawuh

bertanggungjawalb kepada Kepala Kantor,

dan

Pasal 11

Scksi Penanaman Modul mempunyai tugas Merumusan rancangan
kebjukan 1eknis, perencanaan, pengkajian polensi investasi, penylapan
datle serta penyelengaraan promosi dan kerjasama . penanaman modal
sestat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Unt ik melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Sckil Penanaman Modal mempunyai fungsi:

(Loenyusunan program kerja di Scksi Penanaman Modal;

b. 2engumpulan dan pengoluhan data, pengkajian dan perumusan
lehijakan dacrah pengembangan dan kerjasama penanaman modal;

o Penyiapan dan penyusunan data serta pengkajian potensi investas;
nnggulan Kabupaten Sekadau;

d. Pengkoordinasinn dan penviapan data serta suarana dan prasarana
promosi dan kerjasame benanaman maodal;

coPenvelenganranm lasilitasi kerjasama Pehananian modal
pendavieunaan leknologi informasi dalam rangka penyebarluasan
informasi penanaman modal;

L Penvelengwaraan dan Partsipasi pada eveni-cvent promosi/pameran,
rosialisasi dan seminar Penanaman modal;

o Penyiapan dan perkenbangan penanaman maoclal;
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h. Pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan kebijakan Penanaman

Maodal sesuai dengan peraturan crundang-undang vane berlaku;
o o y (e 3
i Pemberinn saran dan pertimbangan  kepada Kepala Kantor
herkenaan dengan kebijnkan Penanaman Modal;
ber) A

] Pelaksanaan monitoring,  cvaluasi  dan pelaporan terhadap

pelaksanann Penanaman Modal — sesuaj dengan  peraturan
perundang-undangan vang berfaku;

ko Polaksinnan tgas ain bidkang penanaman maodal yang discrahkan

oleh Kepala Kantor.

Bagian Kecnam
SERSTPERLIINAN DAN NON PERIJINAN
Pasal 13
igaimana dimaksud dalam Pasal 4
@ Scksi yanig berada di bawah dan

ber afiggungiowaly  kepads RKepale Kantor Penanuman Modal dan
saliyg
Per finan Terpadu,

ScRsi Perijinan dan Non Perinan sche

huul o, dipimpin oleh scorang Kepal

asal gl

Sekst Pevipinan o Ny Pecinnan memponvai ey tensiunpul dan
nrengoltaly bolum pertnniein kebijodaan daernh sane bersitat spesilik di
bicking pelavimnan Pevijinam dan Non Perjinan sesini dengan peratoran

perandang-undimpan yvang bherlaku,

Posal 13
Uniluk melaksanakan tapas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Scksi Perijinan dan Non Pertiinan mempunyai fungsi -

.

e,

Penyusunan progrmn kerjo Seksi Perijinan dan Non PP

b. Pengumpulan, pengolahan dan
Pcrijinan dan Non Perijinan
undangan vang berlakuy

erijinan;
perumusan - bahan  kebijakan
sustai dengan peraturan perundang-
¢ Pengawasun pelaksanan Perijinan dan, Non Perijinan  sesuai dengan
peraturan perandang-undang yang berlaku;
d. Pelaksanaan koordinasi dan {asilitasi lerhadap pelaksanaan Perijinan
dan Non Perijinan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vany berlaku;
¢. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dj bidang Perijinan dan
Non Perijinan  sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang
IR INTE
L Pembinaan  dan pengawasan  pelaksanaan Perijinan dan Non

Perijinan sesual dengan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e

Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor
berkenaan dengan pelaksanaan Perijinan dan non Perijinan;
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h. Pelaksanaan monitoring,  cvaluasi  dan pclaporan tecrhadap
pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan scsuai dengan peraturan
perundang-undangan ving berlaku;

Lo Pelaksanaan tugas lain di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Bidang Perijinan dj bidang usaha yang diserahkan oleh
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Bagian Ketujuh
SEKS! PENGADUAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

Sebisi Pengaduan dan Pelaporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
hu-ul ¢, dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertangeungjawah kepada  Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu.
Pasal 17

Sekst Pengadusn dan Pelaporan mempunyai tigns menyviapkan bhahan
s perumusan kebijokan eknis Pengaduan dan Pelaporan sesuai
dor gan peraturam perundang undangan vang berlaku.

Pasal 18

Un uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 17,
Seksi Penvaduan dan Pelaporan rneimpunyai Mngsi:

o Penyusunan program Lerja di Seksi Pengaduan dan Pelaporan;

b Penviapan bahan i peramusan kebijukan teknis Pengaduan dan
Pelaporan sesuni dengan peraturn pertndang-undangan Vil
SN HINTE

co Pembinoen o e e Pl Poncntian dan Pelaponran

SCSUDT Adenvinn perid o g Prertmediines vindae, vt herlakg:
o Perkoordinasio dan Lsilims terliwdig pelakeanaan Pengaduan (i
Pclaporan  sesuni denginn peratorn Pertindiang-undangan vy
berlaku;

¢. Penyvelenggaraan  urusan pelaviman umung Pengaduan dan
Pelaporan seswad denean eraturan perandang-undangan  vang

: B o . :
berlaku;

Lo Pembiniim  dan pengawnsian Pengaduan dan Pelaporan  pacli
kabupaten  sesuai dengan oeraturom perundang-undangan viang,
berlaku;

g. Pemberian swran dan pertimbangan  kepada Kepala  Kantor
berkenaan dengan Pengaduan dan Pelaporan;

h. Pelaksanaan monitoring, cvaluasi  dan pelaporan pclaksanaan
Pengadunn  dan Pelaporan  sesuai déngan peraturan pc:rundang-
undangan yany berlakug

1 pelaksanaan tugas lain di Scksi Pcngaduan dan Pelaporan yang
discrahkan olch Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu.
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(2) Tim  Teknis

Bavin Kedelagyn
TIM TEIKNIS
Pasal 19
(1) Tim Teknis sehugainuma dimaksud ol Pasal 4 hurul 1) terdiri daor
pejubal Satuan Kerja P

crangkal Dacrah yung erkait,
kompetensi dan kem

ampuan sesuai bidangnya,

mempunyai - kewenangan  uniuk memberikan
mengenal diterima atay tidaknya
kepada Kepala Kantor 12

mempunyai

saran
sualy  permohonan perijinan
chanaman Modal dan Perijinan Terpadu,
(3) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala kantor melalui kepala
Kantor Penanaman Mocal dan Perijinan Terpadu.
Pasal 20
(1) Pembentukan Susunan organisasi,

tugas pokok, fungsi dan tata
kerje Tim “l'eknis di atur dalam Peraturan Bupati.

(2) Penclapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sekurang—kUrangnya tiga (3) bulan setelah Peraturan
Bupali ini.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 2]

| Kelom ok -J:ll)illi-ll] ]'\llls’h‘f()ﬂtll S(!b%l”i.lil'ﬂ:.lllil (”l‘l'li,l]\’h‘le dalam Pasal 4
ha] o
hural o,

rempunyat tagas melaksanakan kegintan weknis tertenty
berdasarkan keahlian dun keternmpilion.
(2) Jabatan fungsion:ad sehagidmana dimaksud, dipimpin olch pcjabat
lungsional  scenior vang berada di bawah dan bertanggungjawab
Penanaman Modal dan Perijinan
Ferpadu melalg Kasubag, Tata Usaha,

Nelompok Jabatan Fungsional sChagaimana dimaksud, terdiri dari
sejumlah Peunwnd Neweri Sipil dalinn Jenjang,
herdasarkan Liding keahlian

lanusung kepada Kepala Kanor

(3

—

Jabatan fungsional
an keterunpilan terteniu,
(4) Jenis jabatin lungsional dan jumlah pem

cgang jabatan fungsional
s ditetapkan Ieblh Lanjut deng:

- Peraturan bhupati berdasarkan
ornsi melalug analisis abatan,

BAD v
FATA NEAGIA DAN A% MNAN
Piveioan Kesoa
ERTHENTET

Posad 20

(1) Daiam melaksanakan fugasnya,

scluruh pemcegang  jabatan
struklural, jabatan

nonstrukiueal dan jalsita
nencrapkan prinsip Koordinasi,
Jdalam linghungan

fungsional wajil
integrasio dan sinkronisasi, haik
MAstng masing uni

HEpUn antar satuan keeja
Fang lain sesuai dene;

ETugas dan fungsing,



e

i
-
H
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21 Setiap pimpinan unit Kevin lingkanesn Kantor wajily melaksanakan
KUTEISEN ARTRTITTEITSITES tremhing, e e, mengendalikan,

menearabiloan don nenoeviolim e e meniberi petanjulk Kerpn
Repada binwah o,

(3

Kepala Kioor dan selurul peiabat struknaral

di Kantor wajih
melaksanakan funesi pengicvasan miclekat dadaon unit kerja masing
mengambil lngkah kigkal vang diperfukan annk
penyelesainn masoladt sesun; dengan

undangun vang berlalku.

masing  dan

poeraluran ].'J(.'I'll['l(liill_E_',

Bagian Kedin
Laporan
Pasal 23

(1

Kepala Kantor wajily menyampaikan laporan pelaksanaan lugasnya
sceara periodik maupun sewaktu-wakiu dan memberikan penjelasan
i kepada Bupati melalui Seckretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditelapkan.

teknis atau keterang:

(2) Kepala Kantor wajib  menyampaikan laporan hasil program
pembungunan lerhadap pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas
pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Kantor wajily menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara
tepal wakiu yang  disusun  berdasarkan ketentuan perundang-
undangan )fang berlaku,

{4

Sctiap pimpinan unit kerja dalam Kantor wajib mematuhi kebijakan
yang dilctapkan dan wajib  menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas  baik  sccara  periodik maupun  sewaktu-waktu serta
memberikan penjelasan leknis atau  keterangan kepada atasan
masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan lungsinya.

(5} Setap pimpinan unit kerjao wajib mengolah laporan yang dilerima
dari bawahan dun mengy

cunakannya schagai bahan cvaluasi dan
laporan datein memberikan saran pertimbangan  kepada Kepala

Bagian Tata Usaha guna dijadikan
sehagai habinreperumusan kebijakan.

Nootor melalal Kepalao Sulb.

BALGB vV
NICTIENTUAN PENUTUP
Peasal 24

Lrengan herlakunya Perataran Bupad ini,

Mmaka  Peraturan  Bupati
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Fantor Penanaman Modal dan Perjinan Terpadu Kabupaten Sekadau
{(Berttac Daerah Kabupnten Sckaday Tahun 2010 nomor 95) serta segala

hetentuam yang mengaiur hiad yang sama dan bertentangan dengan

Feraduran Buapadi iod dicabot dan dinvatakan tidak herlaku,



Pasal 25

Peraturan Bupali jni mul

ai berlaku puda langgal diundangkan, Agar
sebap orang menget

ahuinya, memerintahkan pengundangan peratluran

Buoati ini, denean penempatannya dalam Berig, Dacrah Kabupaten

Steladau,
Ditetapkan dj Sekadau
Pada timgeal 26 Seplember 2014
BUPATI SEKADAL
T

SIMON PISTRUS

Diundangkar di Sckaday
Pada Langgal 29 seplember 2014
SEKRETARIS DAERAF RABUPATEN SIsKADAU

TTD

YOHANES JFON

Berita Dacral Kabupaten Scladay Tadion 2014 Nomor 17

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sckadau

- T

-

SUBHAN, 5,508, M. Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 oo
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